
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  41  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 97 

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a.   bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat 

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja 

berkenaan serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis 

belanja berkenaan, dilakukan dengan cara mengubah 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan; 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, 

Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam 

Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan 

Penerima Tunjangan, serta Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 perihal 

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas 

yang bersumber dari APBD, perlu mengubah Peraturan 

Bupati Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

 
 

 
 



Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 2730);  
  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851);  
  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

  4.  Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);  

  5.  Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);  

  6.  Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7.  Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  8.  Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049);  
  9.  Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                                   

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                       
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028);  

 
 
 
 
 



  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5340); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);  

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155);  

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006    Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614);  

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

 
 



 23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);  

 25.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6              
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717);  
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864);  
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan ketiga 
belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional 
indonesia, Angggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5888) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6207); 
 28.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);  

 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun 
Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 
Tunjangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6208); 

 
 



32.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199); 

 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);  

 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);  

 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4                  
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo               
Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);  

 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5                 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                  
Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);  

 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6                          
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);  

 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan LembaranDaerah 
Kabupaten Sidoarjo  Nomor 16);  

 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo  Nomor 18);  

 43.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010  Nomor 1 Seri C); 

 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3  Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);  

 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo  Nomor 18);  

 46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran  Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);  

 
 
 



 47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9  Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);  

 48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);  

 49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 22);  

 50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);  

 51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 
Seri C);  

 52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4  Tahun 2012 

tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);  

 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo   Nomo 33);  

 54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);  
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan 
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);  

 56. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9                  

Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah KabupatenSidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 

Seri C);  
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36);  

 58. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39);  

 59. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);  

 60. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2017 Nomor 1 Seri B); 

 61. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 
2017 Nomor 3 Seri A); 

 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 97 TAHUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
 Pasal I 

 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo             

Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo 
Nomor 39 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 
2018 Nomor 39) diubah sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

     Pasal 1 

 

1. Pendapatan :  

 a. Pendapatan Asli Daerah  Rp. 1.431.052.747.437,41 

 b.  Dana Perimbangan   Rp. 1.834.890.492.000,00 

 c.  Lain – lain Pendapatan  

  Daerah yang sah       Rp.  791.025.010.500,00 

  Jumlah Pendapatan          Rp. 4.056.968.249.937,41 

 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 

  1) Belanja Pegawai            Rp.1.503.148.114.317,41 

  2) Belanja Hibah       Rp.  218.717.350.000,00  

  3) Belanja Bantuan Sosial    Rp.   72.591.920.000,00 

  4) Belanja Bagi Hasil      Rp.  103.051.633.634,00  

  5) Belanja Bantuan  

   Keuangan             Rp.  402.956.281.595,00  

  6) Belanja Tidak Terduga      Rp.     3.435.807.847,00 

Jumlah belanja tidak langsung    Rp. 2.303.901.107.393,41  

 b.  Belanja Langsung  

  1) Belanja Pegawai       Rp.  154.602.321.141,00  

  2) Belanja Barang  

           dan Jasa       Rp.1.159.124.425.603,00 

  3) Belanja Modal       Rp.  865.210.395.800,00 

  Jumlah belanja langsung    Rp. 2.178.937.142.544,00 

   Jumlah Belanja       Rp. 4.482.838.249.937,41 

  Surplus/ (defisit)            (Rp. 425.870.000.000,00)  

3.  Pembiayaan  

 a. Penerimaan        Rp. 438.770.000.000,00  

 b. Pengeluaran             Rp.  12.900.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto       Rp.  425.870.000.000,00 

  Sisa lebih pembiayaan  

  anggaran tahun berkenaan   Rp. 0,00 

 

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam lampiran I, II dan lampiran III dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

  
 

 
 



 
Pasal II 

    
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
   Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

    

 
         Ditetapkan di Sidoarjo  

         pada tanggal  4 Juni  2018 
 

          BUPATI SIDOARJO,  
            
              ttd 

               
              SAIFUL ILAH  

 
 

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal  4 Juni  2018                         
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,  

 
 ttd 

 

ACHMAD ZAINI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 41 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

NOREG PERBUP : 41 TAHUN 2018 

 



 
 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

 NOMOR 41 TAHUN 2018 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA AT AS PERATURAN  

BUPATI SIDOARJO NOMOR 97 TAHUN 2017  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

RINGKASAN PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

 

Nomor Urut 
 

Uraian 
 

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) 
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN DAERAH 4.046.261.300.437.41 4.056.968.249.937,41 10.706.949.500.00 0,26 

1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.431.052.747.437,41 1.431.052.747.437,41 0.00 - 

1.1.3 Hasil Pajak Daerah 868.940.000.000,00 868.940.000.000,00 0,00 - 

1.1.1.1 Pajak Hotel 12.500.000.000.00 12.500.000.000,00 0.00 - 

1.1.1.1.1 Hotel Bintang Tiga 6.400.000.000.00 6.400.000.000,00 0.00 - 

1.1.1.1.2 Hotel Bintang Dua 3.000.000.000.00 3.000.000.000,00 0.00 - 

1.1.1.1.3 Hotel Melati Tiga 2.500.000.000.00 2.500.000.000.00 0.00 - 

1.1.1.1.4 Hotel Melati Dua 30.000.000.00 30.000.000,00 0,00 - 

1.1.1.1.5 Cottage 60.000.000.00 60.000.000.00 0.00 - 

1.1.1.1.6 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 450.000.000.00 450.000.000.00 0,00 - 

1.1.1.1.7 Wisma Pariwisata 60.000.000.00 60.000.000,00 0.00 - 

1.1.1.2 Pajak Restoran 68.000.000.000.00 68.000.000.000,00 0,00 - 

1.1.1.2.1 Restoran 32.000.000.000.00 32.000.000.000,00 0,00 - 

1.1.1.2. 2 Rumah Makan 8.000.000.000,00 8.000.000.000.00 0,00 - 

1.1.1.2. 3 Cafe 10.000.000.000,00 10.000.000.000.00 0.00 - 

1.1.1.2.4 Kantin 200.000.000.00 200.000.000.00 0.00 - 

1.1.1.2.5 Katering 15.000.000.000.00 15.000.000.000.00 0.00 - 

1.1.1.2.6 Waning 2.800.000.000.00 2.800.000.000.00 0.00 - 

1.1.1.3.1 Pajak Hiburan 7.560.000.000.00 7.560.000.000.00 0,00 - 

1.1.1.3. 2 Tontonan Film/Bioskop 2.800.000.000.00 2.800.000.000,00 0.00 - 

1.1.1.3. 3 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 22.000.000.00 22.000.000.00 0.00 - 

1.1.1.3 . 4 Karaoke 1.000.000.000.00 1.000.000.000,00 0.00 - 

1.1.1.3 . 5 Permainan Bilyar 10.000.000.00 10.000.000,00 0.00 - 

1.1.1.3 . 6 Permainan Ketangkasan 3.700.000.000.00 3.700.000.000.00 0.00 - 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 . 2 . 1 . 1. 1 Badan Usaha Swasta 12.900.000.000,00 12.900.000.000.00 0.00 -  

3 . 2 . 1 . 1 . 1 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 8.700.000.000,00 8.700.000.000.00 0.00 -  

3 . 2 . 1 . 1 . 2 Pembelian Gabah Petani 3.600.000.000,00 3.600.000.000.00 0,00 -  

3 . 2 . 1 . 1 . 3 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 300.000.000.00 300.000.000.00 0.00 -  

3 . 2 . 1 . 1. 4 Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) 300.000.000.00 300.000.000.00 0,00 -  

 JumlahPengeluaran Petnbiayaan daerah (12.900.000.000,00) (12.900.000.000,00) 0,00 -  

 Pembiayaan Netto 425.870.000.000,00 425.870.000.000,00 0,00 -  

 
 

 
BUPATI SIDOARJO 
 
        ttd 
 
 
   SAIFUL ILAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LAMPIRAN  II : PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

 NOMOR 41 TAHUN 2018 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA AT AS PERATURAN  

BUPATI SIDOARJO NOMOR 97 TAHUN 2017  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) Penjelasan 
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %  

1 2 3 4 5 6 7 

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00      BELANJA 1.135.651.131.018,41 1.138.004.779.018,41 2353.648.000,00 0.21  

  00 00            

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00      Belanja Tidak Langsung 897.959.91Z518.41 899.190.912.518.41 1.231.000.000,00 0.14  

  00 00            

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00 5 1 1   Belanja Pegawai 897.9S9.91ZS18.41 899.190.91Z518.41 1.231.000.000.00 0.14  

1.0.1  00 00 5 1 1 01  Gaji dan Tunjangan 840.065.584.500,41 840.065.584.500.41    

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00    01 01 Gaji Pokok PNS/Uang 
Representasi 

449.550.000.000.00 449.550.000.000.00   Dasar Hukum: SE No. 19/PB/2015 ttg Penyesuaian 

besaran gaji pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota 

Kepolisian Negara 

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00    01 02 Tunjangan Keluarga 38.600.250.500.41 38.600.250.500.41   Dasar Hukum: SE No. 19/PB/2015 ttg Penyesuaian 

besaran gaji pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota 

Kepolisian Negara 

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00    01 03 Tunjangan Jabatan 800.000.000.00 800.000.000.00   Dasar Hukum: PP Rl No. 26/2007 

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00    01 04 Tunjangan Fungsional 34.220.000.000.00 34.220.000.000.00   Dasar Hukum: Perpres No. 107/2006 ttg Tunjangan Jabatan 

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00    01 05 Tunjangan Fungsional Umum 2.000.000.000,00 2.000.000.000.00   Dasar Hukum: Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.26/PB/2006 

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00    01 06 Tunjangan Beras 20.000.000.000.00 20.000.000.000.00   Dasar Hukum: Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per 3/PB/2015 

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00    01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan 
Khusus 

5.000.000.000.00 5.000.000 000,00   Dasar Hukum: SE-49 / A / 2002 

1.0.1 1.0.1.01.01 00 00    01 08 Pembulatan Gaji 5.500.000.00 5.S00.000.0O   Dasar Hukum: SE No. 19/PB/2015 ttg Penyesuaian 

besaran gaji pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota 

Kepolisian Negara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Kode Rekening 
1 

Uralan Jumlah (Rp) Bertambah/ Berkurang Penjelasan 

Scbehitn Perubahan Scbehitn 
Perubahan 

(Rp) % 7 

1 2 3 4 5 6  

           

     Surplus( Defisit (4410420.111,00) 4.780.520.981,00 170.000.000,00 3,69  
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR41TAHUN2018 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 

BUPATI SIDOARJO NOMOR 97 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA 

 
 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) 

1 2 3 4 

    

1 BELANJA HIBAH  218.717.350.000,00 
    

1.1 BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH  35.650.000.000,00 
    

1.1.1 Hibah kepada Kepolisoan ResortSidoarjo Jl. Kombes Pol. M Duryat 45 Sidoarjo 35.200.000.000,00 

 Polres Sidoarjo Think safety first   60.000.000,00 

 Polres sidoarjo Operasi Ketupat  237.600 

 Polres Sidoarjo Operasi Lilin  154.400.000,00 

 Poires Cipta Kampung Aman  100.000.000,00 

 Polres PAM Kunjungan (VI PA/VIP)  20.000.00,00 

 Polres Harkamtibnas  27.960.000,00 

 Polres Pembangunan Rumah Dinas   3.000.000.000,00 

 Pembangunan Gedung Kantor  31.500.000.000,00 

1.1.2 Hibah kepada Kodim 0816 > Stap Siaga 24 Jam Tahap IVTA.2018   300.000.000,00 

1.1.3 Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  150.000.000,00 

    

1.2 BELANJA HIBAH KEPADA MASYARAKAT  158.567.600.000,00 

    

1.2.2 Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan  148.634.600.000,00 

1.2.2.1 Hibah TK/RA/TA/BA  1.500.000.000,00 

1 TK. Asyiyah Bustanul Athlah 18 Kletek  35.000.000,00 

2 TK ABA 21 Kalijaten 2  35.000.000,00 

3 TK ABA 30 Sepanjang  25.000.000,00 

4 TKArRahmah  35.000.000,00 

5 TK Mutiara jati Geluran  25.000.000,00 

6 TK Muslimat NU 90 Islamiyah Geiuran  35.000.000,00 

7 RA Muslimat NU No 157 Al Hikmah  35.000.000,00 

8 RA Cahaya Insani  25.000.000,00 

9 RA An Nur Roudlotul Jannah  25.000.000,00 

3010303 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah (PPKO) 

 

 

 

 

 

 



 

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp) 

36 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Kedungpandan Kec. Jabon 625 000.000,00 

37 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Kedungsolo Kec. Porong 910.000.000.00 

38 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Kloposepuluh Kec. Sukodono 395.000.000,00 

39 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Kraton Kec. Krian 635.000.000.00 

40 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Wadungasri Kec. Waru 160.000.000,00 

41 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Grinting Kec. Tulangan 90.000.000,00 

42 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Kepunten Kec. Tulangan 45.000.000,00 

43 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Medalem Kec. Tulangan 70.000.000.00 

44 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Mojoruntut Kec. Krembung 145.000.000,00 

45 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Rejeni Kec. Krembung 155.000.000,00 

46 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Wangkal Kec. Krembung 140.000.000,00 

47 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Terungwetan Kec. Krian 135.000.000,00 

48 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Sidomulyo Kec. Krian 65.000.000,00 

49 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Ngampelsari Kec. Candi 70.000.000,00 

50 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Wedi Kec. Gedangan 180.000.000,00 

51 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Prambon Kec. Prambon 250.000.000,00 

52 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Keret Kec. Krembung 235.000.000.00 

53 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Banjarkemantren Kec. Buduran 225.000.000.00 

54 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Lambangan Kec. Wonoayu 995.000.000.00 

55 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Ngaresrejo Kec. Sukodono 325.000.000,00 

56 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Porong Kec. Porong 395.000.000,00 

57 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo 260.000.066.06 

58 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Wonokasian Kec. Wonoayu 665.000.000,00 

59 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Wunut Kec. Porong 1.215.000.000.000,00 

60 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Terung kulon-Krian 290.000.000,00 

61 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Sidomojo-Krian 245.000.000,00 

62 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Gamping-Krian 220.000.000.00 

63 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Katrungan-Krian 220.000.000.00 

64 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds.Sedengan Mijen-Krian 440.000.000.00 

65 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Kel. Kemasan-Krian 70.000.000,00 

66 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Terik-Krian 70.000.066.06 

67 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskjn Ds. Pilang-Wonoayu 245.000.000,00 

68 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Seduri-Balongbendo 240.000.000.00 

69 Pemb. jamban sehat bagi masyarakat miskin Ds. Kupang-Jabon 250.000.000,00 

70 Pamsimas Ds. Suruh 245.000.000.00 

71 Pamsimas Ds. Wilayut 245.000.000.00 

72 Pamsimas Ds. Pademogoro 245.000.000,00 

                                   TOTAL 33.110.819.271,00 
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